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BAB II 
 
TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA 
PENGANIAYAAN DAN TUGAS FUNGSI POLRI 
 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas 
tiga suku kata yaitu, straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar 
diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, 
peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Di dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana juga merupakan terjemahan dari 
starbaarfeit tetapi tidak terdapat penjelasannya. Tindak pidana biasanya 
disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata delictum.  
Sudarsono menjelaskan bahwa:25 
“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman 
karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang 
(tindak pidana)”. 
Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan 
delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang 
mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan 
pidana. Rumusan mengenai definisi tindak pidana menurut para ahli hukum, 
sebagai berikut : 
Wirjono mengatakan bahwa:26 
                                                            
25 Sudarsono, Kamus Hukum Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.12. 
 26 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 
2003, hlm. 33. 
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 “Dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah 
peristiwa pidana pernah digunakan secara resmi dalam 
UUDS 1950, yakni pasal 12 (1). Secara substansif, 
perngertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk 
kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan 
manusia maupun oleh gejala alam”. 
 
Teguh Prasetyo merumuskan juga bahwa:27 
 
“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum 
dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di 
sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang 
berifat pasif.   
 
Tindak Pidana menurut Jan Remelink, yaitu:28 
 
“Perilaku yang ada pada waktu tertentu dalam konteks suatu 
budaya dianggap tidak dapat di tolerir dan harus di perbaiki 
dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh 
hukum”.  
 
Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara teoritis dapat 
dirumuskan sebagai berikut:29 
“Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib 
hukum yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah 
dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman 
terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya 
tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”. 
 
Definisi tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum 
di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tinda pidana adalah 
perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang ataupun peraturan 
perundang-undangan lainnya yang berlaku dimana perbuatan tersebut 
                                                            
      27 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, 
hlm. 49. 
      28 Jan Remelink, Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana 
Indonesia), Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 61 
      29Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 
1997, hlm. 182. 
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diancam dengan hukuman dan atas perbuatan tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan oleh pelaku.  
Menurut Satochid perbuatan itu dapat dikatakan sebagai tindak 
pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:30 
“Harus merupakan suatu perbuatan manusia, perbuatan 
tersebut dilarang dan diberi ancaman hukuman, baik oleh 
undang-undang maupun peraturan perundang-undangan 
lainnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat 
dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut”. 
 
Tindak Pidana dapat diartikan juga sebagai dasar yang pokok dalam 
menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas 
dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. 
Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan 
mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas yang menentukan 
bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika 
tidak ditentukan terlebih dahulu perundang-undangan.  
Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah 
delik, karena:31 
a) Bersifat universal dan dikenal dimana-mana. 
b) Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-
delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, 
badan, orang mati. 
c) Orang memakai istilah strafbaarfeit, tindak pidana, dan 
perbuatan pidana juga menggunakan delik. 
d) Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik 
yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal 
menurut hukum pidana ekonomi Indonesia. 
e) Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “Peristiwa 
Pidana”. 
 
                                                            
       30 Satochid, Hukum Pidana I, Balai Lektur Mahasiswa, Alumni, Bandung, hlm. 65. 
       31Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I Cet. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 231. 
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Teguh Prasetyo mengatakan berdasarkan rumusan tindak pidana 
memuat syarat-syarat pokok sebagai berikut:32 
a) Suatu perbuatan manusia. 
b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang. 
c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
 
Dalam KUHP sendiri, tindak pidana dibagi menjadi dua yakni 
pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku II dan 
buku III KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. 
Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian strafbaarfeit, 
bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar 
dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut 
pandang masing-masing pakar. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat 
dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur 
objektif, sebagai berikut: 
Lamintang menjabarkan unsur-unsur subjektif yaitu:33 
 
a. Kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa). 
b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau 
poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) 
KUHP. 
c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang 
terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan, dll. 
d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad 
yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 
340 KUHP. 
                                                            
32Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011 hlm. 
48. 
33 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, 
hlm. 193. 
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e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan 
tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 
 
Adami menjabarkan unsur-unsur objektif yaitu:34 
 
a. Sifat melawan hukum atau wederrechttelijkheid. 
b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang 
pegawai negeri. 
c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana 
sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai 
akibat. 
Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat di lihat menurut 
beberapa teoritis. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para 
ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. 
 
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teori : 
Batasan tindak pidana oleh teoritis, yakni : Moeljatno, R. Tresna, Vos 
yang merupakan penganut aliran monistis dan Jonkers, Schravendijk yang 
merupakan penganut aliran dualistik. 
Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:35 
 
a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia. 
b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan 
hukuman oleh undang-undang. 
c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum. 
d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat. 
 
Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. 
Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada 
pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman 
(diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu 
dalam kenyataannya hanya benar-benar dipidana. 
                                                            
       34 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005., hlm. 
79. 
      35 Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, 2011, 
hlm. 98. 
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R. Tresna dalam buku Adami Chawazi berpendapat tindak pidana 
terdiri dari unsur-unsur, yakni:36 
a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia). 
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan. 
c. Diadakan tindakan penghukuman. 
 
Dari unsur yang ketika, kalimat diadakan tindakan penghukuman yang 
menunjukkanbahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang selalu diikuti 
dengan penghukuman (pemidanaan). Berbeda dengan pendapat Moeljatno 
karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dijatuhi 
pidana. 
Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut 
paham dualistis tersebut tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu 
adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan 
diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas 
terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri pembuat atau 
dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya. 
Dibandingkan dengan pendapat penganut paham monistis tampak 
berbeda dengan paham dualistis. 
Unsur-unsur tindak pidana secara rinci menurut Jonkers, yaitu:37 
a. Perbuatan (yang). 
b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan). 
c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat). 
d. Dipertanggungjawabkan. 
                                                            
      36 Adami Chazawi, Op Cit, hlm.80. 
      37Ibid, hlm.81.  
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Sementara itu, Schravendijk dalam buku Adam Chazawi membuat 
batasan mengenai unsur-unsur tindak pidana secara rinci, yaitu:38 
a. Kelakuan (orang yang). 
b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum. 
c. Diancam dengan hukuman. 
d. Dilakukan oleh orang (yang dapat). 
e. Dipersalahkan atau kesalahan. 
 
B. Tindak Pidana Penganiayaan 
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan 
Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang 
dinamakan penganiayaan.  
R. Soesilo berpendapat bahwa:39 
 
“Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan 
penganiayaan adalah : 
1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan). 
2) Menyebabkan rasa sakit. 
3) Menyebabkan luka-luka.” 
 
Dari uraian diatas beberapa ahli hukum mendefinisikan pengertian 
penganiayaan sebagai berikut : 
Poerwodarminto berpendapat bahwa:40 
“Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam 
rangka menyiksa atau menindas orang lain”. 
Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan 
tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur 
dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit 
atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus 
                                                            
       38 Ibid 
       39 R.Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 
1995, hlm. 245. 
      40 Poerdaminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.48. 
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meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. 
Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu 
perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat 
pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang 
lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang 
dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang 
lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan 
sebagainya. 
Sudarsono mengatakan bahwa:41 
“Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan 
adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap 
manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak 
kesehatan orang lain.” 
Wirjono berpendapat bahwa:42 
“Menurut terbentuknya pasal-pasal dari Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Belanda, mula-mula dalam 
rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda 
ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak 
kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. 
Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan 
perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui 
kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi 
penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat 
sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit”. 
 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan 
adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang 
yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota 
                                                            
 41 Sudarsono, Kamus Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 34. 
 42 Wirjono Projodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, 
Bandung, 2010, hlm. 67. 
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badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan 
kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi: 
1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi 
harapan akan sembuh sama sekali, atau yang 
menimbulkan bahaya maut; 
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan 
tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; 
3. Kehilangan salah satu panca indra; 
4. Mendapat cacat berat; 
5. Menderita sakit lumpuh; 
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau 
lebih; 
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. 
 
Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang 
karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang 
disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan. 
2. Unsur-unsur Penganiayaan 
Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai 
berikut:43 
a. Adanya kesengajaan 
 Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif 
(kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur 
kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan 
sebagai maksud (opzet alsogmerk). Namun demikian 
patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan 
dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan 
kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi 
penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya 
kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. 
Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap 
unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, 
kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan 
sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap 
akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri 
haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu 
harusla perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh 
                                                            
       43 Tongat, Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam 
KUHP, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 74. 
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pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau 
dimaksudkannya. 
b. Adanya perbuatan 
 Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan 
yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, 
dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk 
melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat 
abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang 
mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk 
memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, 
dan sebagainya. 
c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju) 
1. Membuat perasaan tidak enak. 
2. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak 
menampakkan perubahan pada tubuh. 
3. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada 
tubuh akibat terjadinya penganiayaan. 
4. Merusak kesehatan orang.44 
 
3. Jenis-jenis Tindak Penganiayaan 
Kejahatan terhadap tubuh (Penganiayaan) terbagi atas : 
a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP) 
Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan 
pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada 
hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan 
bukan penganiayaan rin gan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis 
penganiayaan biasa, yakni: 
1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun 
kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua 
tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima 
ratus rupiah. 
2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. 
                                                            
       44 Adami Chawazi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.10. 
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3) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman 
penjara dan selama-lamanya tujuh tahun 
4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan  
Unsur-unsur penganiayan biasa, yakni : 
a. Adanya kesengajaan. 
b. Adanya perbuatan 
c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju),yakni : 
- Rasa sakit tubuh;dan/atau 
- Luka pada tubuh 
d. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya. 
b. Penganiayaan Ringan ( Pasal 352 KUHP) 
Hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, 
penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman 
penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam 
rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit 
atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan.Hukuman ini bisa 
ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan 
ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah 
perintahnya.Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 KUHP, yaitu suatu 
penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang 
untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. 
Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah: 
1. Bukan berupa penganiayaan berencana  
2. Bukan penganiayaan yang dilakukan: 
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a. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah,istri atau anaknya. 
b. Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan 
tugasnya yang sah. 
c. Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau 
kesehatan untuk dimakan atau diminum. 
3. Tidak menimbulkan : 
a. Penyakit; 
b. Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatatn;atau 
c. Pencaharian 
c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP) 
Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu: 
1) Penganiyaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian 
dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. 
2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. 
3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. Unsur penganiayaan 
berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan 
dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan 
berencana jika memenuhi syarat-syarat 
4) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam 
suasana batin yang tenang. 
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5) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai 
dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang 
cukup,sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir,antara lain : 
a) Risiko apa yang ditanggung. 
b) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat 
untuk melaksanaknnya. 
c) Bagaimana cara mengilangkan jejak. 
6) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam 
suasana hati yang tenang. 
d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP) 
Hal ini diatur dalam Pasal 345 KUHP: 
1. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain,diancam karena 
melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 
delapan tahun. 
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian,yang bersalah diancam 
dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.Perbuatan berat atau 
atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang 
lain.Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya. 
Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain : 
a) Kesalahannya: kesengajaan 
b) Perbuatan: melukai berat. 
c) Objeknya: tubuh orang lain. 
d) Akibat: luka berat. 
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Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini 
harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, misalnya, menusuk 
dengan pisau) maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. 
Istilah luka berat menurut pasal 90 KUHP, berarti sebagai berikut : 
a) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan 
sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut. 
b) Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau 
pencaharian. 
c) Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari pancaindra 
d) Kekudung-kudungan  
e) Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu. 
f) Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam 
kandungan. 
e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP) 
Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 
354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 KUHP). 
Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak/bersama. Oleh 
karena itu,harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur 
penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana 
bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada 
akibat luka beratnya saja dan tidak ada pada kematian korban. Sebab, jika 
kesengajaan terhadap matinya korban,maka disebut pembunuhan 
berencana. 
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f. Penganiayaan Terhadap Orang 
Orang Berkualitas Tertentu atau  Dengan Cara Tertentu Memberatkan. 
Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah 
dengan sepertiga: 
1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang 
sah, istrinya atau anaknya; 
2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena 
menjalankan tugasnya yang sah; 
3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya 
bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. Apabila 
dicermati, maka Pasal 356 merupakan ketentuan yang memperberat 
berbagai penganiayaan.Berdasarkan Pasal 356 KUHP ini terdapat dua 
hal yang memberatkan berbagai penganiayaan yaitu: 
a) Kualitas korban 
b) Cara atau modus penganiayaan 
Demikian juga terhadap pegawai yang ketika atau karena melakukan 
tugas-tugasnya yang sah, mereka membutuhkan perlindungan hukum yang 
lebih besar agar dapat menunaikan tugas-tugas tersebut demi kepentingan 
umum. 
C. Pengertian Kepolisan  
Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki 
ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi di kenal dengan istilah “politea” 
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di Jerman dikenal dengan istilah “polizei” di Amerika Serikat dikenal dengan 
nama “sheriff”.45 
Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan 
perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam 
kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan 
bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang 
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”.46  
Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengertian kepolisian, 
penulis mengemukakan pendapat para ahli antara lain: Menurut Van 
Vollenhoven yang dikutip oleh Momo Kelana istilah polisi didefinisikan sebagai 
organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan 
supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan larangan 
perintah”. Menurut Rianegara polisi berasal dari kata Yunani Politea kata ini 
pada mulanya digunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari 
kota Athena. Kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota” dan dipakai 
untuk menyebut  “ semua usaha kota” yang disebut juga polis. Politea atau polis 
diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara juga termasuk kegiatan 
keagamaan. Menurut Sadjijono yang dikutip oleh Rahardi polisi dan kepolisian 
memiliki arti yang berbeda dinyatakan bahwa: “Istilah polisi adalah sebagai 
organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah 
kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu 
lembaga pemerintah yang terorganisasi dan tersrtuktur dalam organisasi negara. 
Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung  jawab 
                                                            
       45 Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, LaksBang Persindo, Yogyakarta, 2010, hlm.1. 
       46 Ibid, hlm.56. 
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lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelengagarakan fungsinya, antara 
lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, 
pengayom, pelayanan masyarakat.47  
Sesuai dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa “polisi diartikan 
sebagai badan pemerintahan yang diberi tugas memelihara keamanan dan 
ketertiban umum”. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 
Tahun 2002 Pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Menyebut 
bahwa: 
1. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan 
dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan 
peraturan Perundanga-undangan. 
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 
adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 
 
Polisi merupakan lembaga resmi yang di mandat untuk memelihara 
ketertiban umum, perlindungan orang, serta segala sesuatu yang dimilikinya dari 
keadaan bahaya atau gangguan umum serta tindakan-tindakan melanggar 
hukum. Dengan kata lain Polisi merupakan petugas atau pejabat karena sehari-
hari mereka berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada 
mulanya polisi berarti orang yang kuat dan dapat menjaga keamanan dan 
keselamatan anggota kelompoknya. Namun dalam bentuk Negara Kota polisi 
sudah harus dibedakan dengan masyarakat biasa, agar rakyat jelas kepada 
merekalah rakyat dapat meminta perlindungan, dapat mengadukan pengeluhan, 
dan seterusnya. Dengan diberikan atribut tersebut maksudnya dengan atribut 
tersebut polisi memiliki wewenang menegakkan aturan dan melindungi 
masyarakat. 
                                                            
       47 Ibid, hlm. 3 
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1. Fungsi Kepolisian 
Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa 
“Fungsi Kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi Pemerintahan 
Negara dalam tugas penegakan hukum, selain perlindungan, pengayoman, 
dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
1997 Pasal 3 menyatakan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi 
pemerintahan negara dibidang penegak hukum, perlindungan, dan 
pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnta tertib dan tegaknya hukum 
serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan 
ketertiban dalam masyarakat”. 
Sadjijono berpendapat dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat 
hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai 
bahan pertimbangan dalam pelaksaan tugas yaitu:48 
a. Asas Legalitas, dalam mejalankan tugasnya sebagai 
penegak hukum wajib tunduk pada hukum. 
b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam 
menangani permasalahan masyarakat yang bersifat 
diskresi, karna belum diatur dalam hukum. 
c. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan 
lingkugan masyarakat polisi mengkoordinasikan 
pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan 
hukum dikalangan masyarakat. 
d. Asas Preventif, selalu mengedepankan tindakan 
pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat 
e. Asas Subsidaritsas, melakukan tugas instansi lain agar 
tidak menimbulkan permasalahan yang lebih beasar 
sebelum di tangani oleh instansi yang membidangi.  
 
Berdasarkan asas-asas tersebut di atas maka fungsi polisi yang 
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah mengalami 
perubahan citra, maka fungsi polisi menjadi fleksibel dalam artian saat 
                                                            
       48 Sadjijono, Op Cit, hlm.17. 
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mereka harus tegas menangani suatu peristiwa, namun dalam situasi tertentu 
mereka harus sangat dekat dengan masyarakat guna menjalankan asas 
Preventif. Oleh karenanya harus mampu dan memahami perkembangan yang 
terjadi dalam masyarakat, serta kebutuhan mereka, dalam mendapatkan 
perlindungan keamanan. Keadaan ini menuntut polisi untuk mengetahui 
kapan dan saat seperti apa mereka harus bertindak jika terjadi pelanggaran 
besar dalam masyarakat.  
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian 
Lembaga kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk 
melindungi negara dengan ruang lingkup yang sangat luas tersebut didalam 
tubuh kepolisian harus ada pemberian tugas yang jelas. Dalam Pasal 13 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas kepolisian 
NKRI adalah: 
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 
b. Menegakan hukum. 
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan 
perlindungan kepada masyarakat. 
 
Namun setelah adanya penetapan aturan tersebut timbul perdebatan 
mengenai tugas pokok tersebut, yakni mengenai pemeliharan keamanan, 
ketertiban masyarakat, penegakan hukum, ketiganya bukan merupakan urutan 
prioritas namun ketiganya penting untuk dijalankan secara bersama-sama. 
Menurut Sadjipto Rahardjo, pembagian tugas pokok kepolisian 
berdasarkan substansi tugas pokok dan sumber yang melandasi tugas pokok 
tersebut yakni sebagai berikut:49 
                                                            
       49 Satjipto Rahardjo, Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi, Makalah 
Seminar Nasional, Jakarta, 2003, hlm.27-28  
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“Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban 
masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian 
untuk menjamin keamanan umum, sedangkan substansi tugas 
pokok menegaskan hukum bersumber dari ketentuan 
peraturan Perundang-undangan tertentu lainnya. Selanjutnya 
substansi tugas pokok polri untuk memberikan perlindungan, 
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bersumber 
dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari 
fungsi pemerintahan negara yang pada hakekatnya bersifat 
pelayanan publik yang termasuk dalam kewajiban umum 
kepolisian.” 
 
Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh POLRI dalam Pasal 14 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik 
Indonesia, bahwa: 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 kepolisian bertugas: 
a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan 
patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah 
sesuai kebutuhan; 
b) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin 
keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di 
jalan; 
c) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi 
masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta 
ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 
peraturan perundang-undangan; 
d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 
e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 
f) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan 
teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai 
negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; 
g) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap 
semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana 
dan peraturan perundang-undangan lainnya; 
h) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran 
kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi 
kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; 
i) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, 
masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan 
ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan 
bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak 
asasi manusia; 
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j) melayani kepentingan warga masyarakat untuk 
sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau 
pihak yang berwenang; 
k) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai 
dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; 
sertal. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; 
 
Kewenangan umum Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur 
dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa: 
Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara 
Republik Indonesia secara umum berwenang : 
a) menerima laporan dan/atau pengaduan; 
b) membantu menyelesaikan perselisihan warga 
masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban 
umum;  
c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit 
masyarakat; 
d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan 
perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan 
bangsa; 
e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup 
kewenangan administratif kepolisian; 
f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian 
dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; 
g) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 
h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta 
memotret seseorang; i. mencari keterangan dan 
barang bukti; 
i) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal 
Nasional; 
j) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan 
yang diperlukan dalam rangka pelayanan 
masyarakat; 
k) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan 
pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi 
lain, serta kegiatan masyarakat; m. menerima dan 
menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.   
 
Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan lainnya berwenang:  
a) memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian 
umum dan kegiatan masyarakat lainnya; 
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b) menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan 
bermotor; 
c) memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; 
d) menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; 
e) memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata 
api, bahan peledak, dan senjata tajam; 
f) memberikan izin operasional dan melakukan 
pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa 
pengamanan; 
g) memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat 
kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa 
dalam bidang teknis kepolisian;  
h) melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain 
dalam menyidik dan memberantas kejahatan 
internasional; 
i) melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap 
orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan 
koordinasi instansi terkait; 
j) mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam 
organisasi kepolisian internasional; 
k) melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam 
lingkup tugas kepolisian; 
 
